DINAS PERHUBYNEH 2

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. ||50/X1/ 2095

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor ;
Kpts.625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta
Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan
perangkat daerah yang tepat sasaran dan peningkatan
kualitas pelayanan publik serta mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas, maka Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.
625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang -Analisis Jabatan dan Peta Jabatan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6808); :
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman

Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan'Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonésia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur ' Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

CPY SESUARASLINYA
BIRO:ORGI\IISAS|

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil di Lingkungan Instasi Pemerintah;

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

KEDUA : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempedomani aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau.

KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan
Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga
merupakan pedoman Perangkat Daerah untuk penataan bidang
kepegawaian dan penerapan sistem Kerja pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan
dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggayditetapkan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :KPs. |I59 /X1 /2025
TANGGAL  :23pgcember 2025

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
A. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

KELAS (16)
JABATAN FUNGSIONAL KEwas| B | k |+/-
STAF AHLI GUBERNUR
|ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA 12 f1]1]o
JUMLAH 1|10
STAF AHLI BIDANG P!MERIN"I‘AHAN. STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAN STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN
HUKUM, POLITIK, KEMASYARAKATAN DAN : e prosis ukpas
SUMBER DAYA MANUSIA A
KELAS (14) . KELAS (14) KELAS (14)
)
|
[ ; 1
ASISTEN PEMERINTAHAN :’TA" KESEJAHTERAAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN i ASISTEN ADMINISTRASI UNUM
RAKY |
i '
KELAS (15) . KELAS (15) KELAS (15)
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN ! KEPALA BIRO ORGANISASI
m OTONOMI DAERAH u i
KELAS (14) KELAS (14) ! KELAS (14)
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN i
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT - JASA || - KEPALA BIRO UMUM
KELAS (14) KELAS (14) | KELAS (14)
t
|
KEPALA BIRO HUKUM |_|KEPALA BIRO ADMINISTRAS! PEMBANGUNAN| - | KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
|
KELAS (14) KELAS (14) { KELAS (14)
H
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P. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

KELAS (15)
JABATAN FUNGSIONAL xews | 8 | x| o e
ANALIS KEBIJAKAN MADYA 12 o| 2|2 KELAS (12)
ARSIPARIS AHLI MADYA 12 of 2| 2 ]
PERENCANA AHLI MADYA 12 ol 1| KEPALA SUBBAGIAN
KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN — ans o
JUMLAH ofs| s KEPEGAWAIAN DAN UMUM PERENCANAAN PROGRAM s
KELAS (9) KELAS (9) KELAS )
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
LALU LINTAS JALAN ANGKUTAN JALAN PELAYARAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASU
KELAS (11) KELAS (11) KELAS (11) KELAS (11)
KEPALA BEKS!
KEPALA SEKS! KEPALA SEKS KEPALA SEXSI
u MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS [T 2 B aPAk DALAM B KEPELABUHAN B PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTAS
KELAS () KELAS (9) KELAS (9) KELAS )
KEPALA SEKSI KEPALA SEXSI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKS!
|—| PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN — ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAL, —
e KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA e REGULASI DAN PENDATAAN TRANSPORTASI
KELAS (9) KELAS (9) KELAS (9) KELAS B)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UNIT PELAYANAN TEXNIS
(UPT)
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P.1. PETA JABATAN SEKRETARIAT

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

|OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN

JUMLAH

Biro Organisasi Seksetanat Deerah Provinsi Riau.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460,

Pekanbaru, Riau, 28158

Jadwrejo.
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.nau.go.d

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
KELAS (15)
SEKRETARIS
KELAS (12)
JABATAN FUNGSIONAL KELAS o
PERENCANA AHLI MUDA 10 4
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA 10 Bl
|ARsiPARIS AHLI MUDA ° 2
JUMLAH -
KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERENCANAAN PROGRAM
KELAS ) KELAS 9) KELAS B
u JABATAN PELAKSANA KELAS k|- JABATAN PELAKSANA Kews| B | k |+ JABATAN FUNGSIONAL .-
ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA s 1]o PENELAAH TEKNIS KEBIWAKAN 7 |e]a]o |PErRENCANA AHL PERTAMA 2
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA s 1] PENGOLAH DATA DAN INFORMAS! e |1]1]o Pravoes -
ARSIPARIS AHLI PERTAMA s 2| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s |s]leln
JABATAN PELAKSANA ot
ARSIPARIS PENYELIA ] 2|1 S e cad vamd B
PENELAAH TEKNIS KEBLIAKAN 2
ARSIPARIS MAHIR 7 1]o
PENGOLAH DATA DAN INPORMASE -5
ARSIPARIS TERAMPIL . 1]o
PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN 2
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL ) 1] e -
JUMLAH I
JABATAN PELAKSANA KELAS K |-
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P.2. PETA JABATAN BIDANG LALU LINTAS JALAN

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
KELAS (15)
KEPALA BIDANG
LALU LINTAS JALAN
KELAS (11)
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
KELAS (9) KELAS (9)
JABATAN PELAKSANA kews| B | k |+/- JABATAN PELAKSANA keas| B | x |+/- JABATAN FUNGSIONAL xems| B | x |+
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN s|s]o PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 8|10 -2 |ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 0o |1 |1]o
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 1]l1]o PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT 1]2]a e s peb] | e
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT 2|2]o PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL ala]o
JABATAN PELAKSANA xewas| B | k |+/-
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 23] (OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 12|12 o
PENELAAH TEKNIS KEBLJAKAN 7 |s]al]o
JOMLAR 10t}i134]: -1 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s Jolo]o
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT 7 lol2]-
JUMLAH 33| -3
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 |2]2]o
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 |alajo
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL s |1]2]a
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s |a]ls]a
JUMLAH NEE
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P.3. PETA JABATAN BIDANG ANGKUTAN JALAN

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

KELAS (15)

KEPALA BIDANG
ANGKUTAN JALAN

KELAS (11)
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA
KELAS (9) KELAS (9)

JABATAN PELAKSANA KELAS K |+ [ JABATAN PELAKSANA KELAS K |- JABATAN FUNGSIONAL KELAS .-
PENELAAH TEKNIS KEBJAKAN 7 afa PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 7|2 ANALIS KEBLJAKAN AHLI MUDA 10 °
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 1]o PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 2| s s

PETUGAS TRANSPORTASI DARAT 6 3|a PETUGAS TRANSPORTASI DARAT 6 2|4
JABATAN PELAKSANA KELAS .-

PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN s 2| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s 2|4
PENELAAH TEKNIS KEBLIAKAN 7 2

JUMLAH 0] -3 JUMLAH 13-
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s °
JUMLAH -2

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.rau.go.id
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P.4. PETA JABATAN BIDANG PELAYARAN

MO’WMWMMRM
Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 20156
Yﬂpﬂﬂ (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.nau go.id

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
KELAS (15)
KEPALA BIDANG
PELAYARAN
KELAS (11)
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KEPELABUHAN ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
KELAS (9) KELAS (9)
|_ JABATAN PELAKSANA KELAS K | +/- l_ JABATAN PELAKSANA KELAS | B +/- JABATAN FUNGSIONAL KELAS | B | K | +/-
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 8 | 6 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 o ANALIS KEBIWJAKAN AHLI MUDA 10 ° 1|1
PENATA LAYANAN OPERASIONAL 7 12 | -10 PENATA KESELAMATAN PELAYARAN 7 o -1 JUMLAH ° 111
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 13 | -13 NAHKODA KAPAL KELAS V 6 0 -1
JABATAN PELAKSANA KELAS | B | K | +/-
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s 3o MUALIM Il KAPAL KELAS V s o -2
PENELAAH TEKNIS KEBIWJAKAN 7 o) 4| -4
JUMLAH 3 | -29 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 ° -1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 ° 1|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN [ 2 o
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s 1 1 o
JUMLAH -5
JUMLAH 1 6 | -5
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P.5. PETA JABATAN BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

I

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI REGULAS! DAN PENDATAAN TRANSPORTASI
KELAS (9) KELAS (9)

l_ JABATAN PELAKSANA +/- JABATAN FUNGSIONAL KELAS +/-
PENELAAH TEKNIS KEBWAKAN -1 STATISTISI AHLI PERTAMA 8 -1
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 2 JUMLAH -1
PETUGAS TRANSPORTAS! PEKERETAAPIAN )

JABATAN PELAKSANA KELAS +/-
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI a1
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 o
JUMLAH -4
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOG! INFORMASI 7 -1
DOKUMENTASI HUKUM 6 -1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s o
JUMLAH 2

Telopon (0761) 47367, Fakeimde (0761) 33725, Lamen : anjabrieu go.d

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
KELAS (15)
|
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
KELAS (11)
JABATAN FUNGSIONAL KELAS | B K | +/-
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 10 o 1 -1
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA 8 1 1 o
JUMLAH 1 2 -1
JABATAN PELAKSANA KELAS | B K |/
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1 1 o
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT 7 1 2 -1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 o 2 -2
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT 6 1 1 o
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN S 2 3 -1
JUMLAH S 9 -4
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P.6. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I

JUMLAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RK‘EWPAE:‘:)‘MN PERHUBUNGAN WILAYAH |
KELAS (11)
-
KEPALA SEKS! KEPALA SEXSI
OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA
KELAS (9) KELAS @
L L
JABATAN PELAKSANA p x| JABATAN PELAKSANA o x|
PENELAAN TEKNIS KEBIJAKAN BERE PENELAAN TEKNI® KETILIAKAN v]ala
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL TERE PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 1o s
PENGOLAH DATA DAN INFORMAS! o|2] (OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL slw]|a
(OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL e |1w] 2 PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN alafo
|PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN s|ls| SRR g0y &

Beo Organsas Searetanat Daran Prowns Rau.

Jalan Jonoe: @l Sarman Nomor 460, Jadm e, Pesartany, Rau, 28156

Telepon (0761) 47367, Farsende (0761) 33728, Laman = anyad nau o

KEPALA SUDBAGIAN
TATA USAMA
KELAS (%)
L

JABATAN PELAKSANA KELAS | B K |/

PENELAAN TEKNIS KERIJAKAN T K 2 o
PENGOLAM DATA DAN INFORMASI L o 1 -1
PENOADMINISTRAST PERKANTORAN s 2 K 2
JUMLAM K 7 -3
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P.7. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II

KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II

KELAS (11)
KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELAS (9)
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI I_ JABATAN PELAKSANA KELAS | B | K | +/-
OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA
KELAS (9) KELAS ) PENELAAH TEKNIS KEBWAKAN 7 o|2|-2
L I_ PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 o|l11]|
JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K | +/- JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K | +/-
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s 2|l2}]o
PENELAAH TEKNIS KEBWJAKAN 7 o 2]-2 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1|2 |1 pree— 21ls] o
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 1| 3| -2 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 of| s |4
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Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id
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